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Abstrak 

 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjadi alternatif utama dalam penyelesaian 
sengketa hutang piutang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi BANI 
sebagai lembaga alternatif yang efektif dan terpercaya dalam menangani sengketa tersebut. 
Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali dasar hukum dan 
prinsip-prinsip yang mendukung keberadaan BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa. 
Berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa BANI menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan adil dalam penyelesaian sengketa 
hutang piutang. Meskipun memiliki kelebihan seperti kerahasiaan proses, fleksibilitas, dan efisiensi 
biaya, BANI juga dihadapkan pada tantangan seperti tingginya biaya arbitrase, rendahnya 
kesadaran masyarakat terhadap mekanisme arbitrase, serta eksekusi putusan yang belum 
sepenuhnya efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya pengembangan 
skema biaya yang lebih terjangkau, sosialisasi yang lebih luas, dan kolaborasi internasional guna 
memperkuat posisi BANI di tingkat nasional dan global. 
 
Kata kunci: BANI, Arbitrase, Sengketa Hutang Piutang, Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Kepastian Hukum 
 

Abstract 
 

The Indonesian National Arbitration Board (BANI) has become the main alternative in resolving 
debt disputes in Indonesia. This study aims to analyze the existence of BANI as an effective and 
trusted alternative institution in handling these disputes. In this study, a normative legal approach is 
used to explore the legal basis and principles that support BANI's existence as a dispute resolution 
institution. Based on literature studies and interviews with legal practitioners, the results of the 
study indicate that BANI offers a fast, efficient, and fair solution in resolving debt disputes. 
Although it has advantages such as confidentiality of the process, flexibility, and cost efficiency, 
BANI also faces challenges such as high arbitration costs, low public awareness of the arbitration 
mechanism, and the execution of decisions that are not yet fully effective. The conclusion of this 
study underlines the need to develop a more affordable cost scheme, wider socialization, and 
international collaboration to strengthen BANI's position at the national and global levels.  
 
Keywords : BANI, Arbitration, Debt Disputes, Alternative Dispute Resolution, Legal Certainty. 

 
PENDAHULUAN 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjadi salah satu pilar penting dalam 
penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya di sektor bisnis. Menurut Pujiyanto (2018), BANI 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan 
efisien di luar mekanisme peradilan konvensional. Dalam konteks sengketa hutang piutang, BANI 
menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan pengadilan umum, seperti proses yang lebih 
fleksibel, rahasia, dan terfokus pada kebutuhan para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, 
masalah sengketa hutang piutang sering kali muncul karena kompleksitas hubungan bisnis yang 
melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun perusahaan. Menurut Salim (2017), penyelesaian 
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sengketa melalui jalur litigasi sering kali dianggap tidak memadai karena biaya tinggi, waktu yang 
lama, serta beban administratif yang memberatkan. Hal ini menyebabkan meningkatnya 
ketertarikan pada mekanisme arbitrase yang lebih efisien, seperti yang ditawarkan oleh BANI. 

Keberadaan BANI didukung oleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Firdaus 
(2020), undang-undang ini menjadikan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga 
memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam kasus sengketa hutang piutang, hal ini 
menjadi nilai tambah yang signifikan karena para pihak tidak perlu menghadapi proses banding 
yang panjang seperti dalam sistem litigasi. Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, peran 
BANI juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persepsi masyarakat yang 
cenderung kurang memahami mekanisme arbitrase sebagai alternatif litigasi. Banyak pihak yang 
masih menganggap arbitrase sebagai opsi mahal dan eksklusif, yang sulit diakses oleh pelaku 
usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap putusan arbitrase juga 
masih menjadi masalah, terutama jika salah satu pihak enggan menjalankan putusan yang telah 
ditetapkan. 

Dalam globalisasi dan digitalisasi, BANI juga menghadapi kebutuhan untuk terus 
berinovasi. Menurut Nurhadi (2019), penerapan teknologi dalam proses arbitrase, seperti sidang 
virtual atau e-arbitration, dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan BANI. 
Selain itu, kerja sama dengan lembaga arbitrase internasional dapat memperkuat posisi BANI 
sebagai pilihan utama bagi penyelesaian sengketa lintas batas, termasuk sengketa hutang piutang 
yang melibatkan pihak asing. BANI, dengan pengalamannya yang panjang sejak berdiri pada 
tahun 1977, memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa yang handal. Menurut Yulianto (2018), BANI perlu memperluas jangkauan layanan dan 
meningkatkan literasi arbitrase di masyarakat. Hal ini penting agar BANI dapat memenuhi harapan 
sebagai solusi utama bagi pelaku usaha yang mencari penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, 
dan adil, khususnya dalam sengketa hutang piutang. Pengembangan ini diharapkan dapat 
memberikan perspektif yang lebih luas terhadap peran dan relevansi BANI dalam sistem hukum 
dan ekonomi Indonesia. 

Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin pesat, sengketa hutang piutang menjadi 
masalah yang tak terhindarkan dalam hubungan bisnis. Sengketa semacam ini tidak hanya 
melibatkan pihak domestik, tetapi juga kerap menyentuh aspek transaksi lintas batas yang 
melibatkan perusahaan multinasional. Menurut Putri (2019), mekanisme penyelesaian sengketa 
yang efisien dan terpercaya menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjaga iklim investasi 
yang kondusif di Indonesia. BANI hadir sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa yang 
menekankan kecepatan, efisiensi biaya, dan keadilan bagi para pihak.  

Sebagai lembaga arbitrase tertua dan paling berpengalaman di Indonesia, BANI telah 
membangun reputasi yang kokoh dalam menangani berbagai jenis sengketa komersial, termasuk 
sengketa hutang piutang. Proses arbitrase yang ditawarkan BANI memberikan kelebihan dalam 
hal fleksibilitas, di mana para pihak dapat secara bebas memilih arbiter yang memiliki kompetensi 
dan keahlian di bidang tertentu, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih relevan dan sesuai 
dengan konteks bisnis yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh Wahyuni (2020), yang 
menekankan pentingnya kompetensi arbiter dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, kerahasiaan 
dalam proses arbitrase juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi pelaku bisnis. Dalam 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan, informasi yang berkaitan dengan kasus sering kali 
menjadi konsumsi publik, yang dapat merusak reputasi para pihak yang terlibat.  

Melalui mekanisme arbitrase di BANI, kerahasiaan ini dijamin, sehingga kepentingan bisnis 
tetap terjaga. Menurut Santoso (2017), kerahasiaan ini sangat penting dalam melindungi reputasi 
perusahaan dari dampak negatif publikasi yang tidak diinginkan. Namun, keberadaan BANI tidak 
terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang dinilai relatif 
tinggi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Biaya ini sering kali menjadi 
hambatan bagi UKM untuk mengakses layanan arbitrase, meskipun mereka membutuhkan 
penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Menurut Iswara (2018), diperlukan inovasi dan 
kebijakan dari BANI untuk menyediakan skema biaya yang lebih terjangkau bagi UKM tanpa 
mengurangi kualitas layanan. 
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Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme 
arbitrase itu sendiri. Banyak pihak yang masih melihat arbitrase sebagai alternatif litigasi yang 
rumit atau hanya relevan untuk perusahaan besar. Dalam hal ini, BANI perlu meningkatkan upaya 
sosialisasi dan edukasi, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas, mengenai manfaat 
arbitrase dan keunggulannya dibandingkan dengan proses litigasi tradisional. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2020), yang menunjukkan bahwa sosialisasi 
yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arbitrase. 

Dari sisi hukum, eksekusi putusan arbitrase di Indonesia juga masih menghadapi kendala. 
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya sering kali tergantung 
pada dukungan pengadilan negeri. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah sengketa 
mengajukan perlawanan atau menolak untuk mematuhi putusan arbitrase, yang pada akhirnya 
memperlambat proses penyelesaian sengketa. Menurut Suryanto (2019), harmonisasi antara 
sistem arbitrase dan pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase 
dapat dieksekusi secara efektif. Ke depan, BANI memiliki peluang besar untuk memperkuat 
eksistensinya, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Digitalisasi dalam 
proses arbitrase, seperti pengajuan dokumen secara daring dan sidang virtual, dapat memperluas 
akses dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, kerja sama dengan lembaga arbitrase internasional 
juga dapat membuka peluang bagi BANI untuk menjadi pilihan utama dalam penyelesaian 
sengketa lintas negara. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, BANI tetap memiliki 
peran strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa hutang piutang di Indonesia. Peran ini 
tidak hanya penting bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara 
keseluruhan. Eksistensi BANI sebagai lembaga arbitrase yang kredibel diharapkan dapat terus 
memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi dunia 
bisnis. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk 
menganalisis masalah hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, khususnya dalam konteks 
penyelesaian sengketa hutang piutang melalui arbitrase. Pendekatan ini memungkinkan penelitian 
untuk menggali dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendukung eksistensi Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut 
Nurul (2020), pendekatan normatif memungkinkan kajian yang lebih mendalam terhadap aspek 
hukum formal, yang menjadi dasar operasional BANI dalam menyelesaikan sengketa. Metode 
analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh, sehingga mampu 
memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kelebihan, kelemahan, serta tantangan yang 
dihadapi oleh BANI dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Arief (2018), 
yang mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif efektif dalam menggambarkan kompleksitas 
isu-isu hukum yang melibatkan berbagai aspek seperti proses hukum, norma, dan praktik di 
lapangan. 

Sumber data utama penelitian ini meliputi studi literatur yang mencakup referensi 
akademik, artikel ilmiah, dan buku teks yang relevan dengan arbitrase dan hukum bisnis. Selain 
itu, penelitian juga menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadi landasan 
hukum bagi operasional BANI. Menurut Suparman (2017), regulasi hukum ini memberikan 
kerangka hukum yang kuat bagi lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa komersial di 
Indonesia. 

Data tambahan diperoleh melalui dokumentasi kasus-kasus arbitrase yang telah ditangani 
oleh BANI, yang memberikan gambaran konkret mengenai proses dan hasil penyelesaian 
sengketa melalui mekanisme arbitrase. Menurut Priyanto (2019), studi kasus ini memberikan 
wawasan yang sangat berharga untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang mungkin 
dihadapi oleh BANI dalam menangani berbagai jenis sengketa. 

Penelitian ini mengkaji opini para ahli hukum dan praktisi arbitrase untuk mendapatkan 
wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan 
sengketa hutang piutang. Opini-opini ini mencakup pandangan mengenai fleksibilitas proses 
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arbitrase, tingkat kepatuhan terhadap putusan arbitrase, hingga isu biaya dan aksesibilitas layanan 
BANI. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, penelitian ini berupaya memberikan analisis 
yang komprehensif mengenai peran strategis BANI dalam menciptakan solusi penyelesaian 
sengketa yang cepat, adil, dan efisien. Kombinasi dari analisis normatif, studi kasus, dan wawasan 
praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur 
arbitrase serta kebijakan terkait di Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis 
data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas 
hasil secara verbal. 

Dalam analisis terhadap peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa hutang piutang, Berikut adalah tabel yang merangkum hasil dari 
10 jurnal terdahulu yang relevan dengan topik eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) sebagai alternatif penyelesaian sengketa hutang piutang: 

 
Tabel 1. Jurnal Penelitian Relevan 

No. 
Nama 
Penulis 

Tahun 
Terbit 

Judul Jurnal Hasil Pembahasan dan Relevansi 

1 I. Suwardy & 
A. Sihombing 

2018 "Peranan Arbitrase 
dalam Penyelesaian 
Sengketa Bisnis di 
Indonesia" 

Mengupas pentingnya arbitrase 
sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan 
konvensional. Relevan dengan 
fleksibilitas dan kerahasiaan proses 
yang ditawarkan oleh BANI. 

2 M. Fadilah & 
F. Y. Dewi 

2017 "Implementasi Arbitrase 
dalam Penyelesaian 
Sengketa Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah 
(UMKM)" 

Menyoroti tantangan yang dihadapi 
UMKM dalam akses arbitrase yang 
sering kali dianggap mahal. Sesuai 
dengan tantangan BANI dalam 
menjangkau UKM. 

3 A. Purwanto 
& D. Siregar 

2019 "Keunggulan dan 
Tantangan Arbitrase 
dalam Sengketa 
Komersial" 

Menampilkan keunggulan arbitrase 
seperti efisiensi waktu dan 
kerahasiaan, yang juga diterapkan 
oleh BANI dalam penyelesaian 
sengketa hutang piutang. 

4 R. Putri & I. 
Dewi 

2020 "Perbandingan Arbitrase 
dengan Litigasi dalam 
Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi" 

Mengkaji perbandingan antara 
arbitrase dan litigasi, menekankan 
kelebihan arbitrase yang ditawarkan 
oleh BANI, terutama dalam 
kecepatan dan biaya relatif lebih 
rendah. 

5 N. Pratama & 
L. Andika 

2016 "Tantangan BANI dalam 
Meningkatkan 
Kesadaran Publik 
terhadap Arbitrase" 

Menganalisis upaya BANI dalam 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai manfaat 
arbitrase serta mengatasi persepsi 
biaya tinggi. 

6 S. Handayani 
& R. Pradana 

2015 "Pengaruh Digitalisasi 
terhadap Efektivitas 
Proses Arbitrase di 
Indonesia" 

Menunjukkan potensi digitalisasi 
dalam proses arbitrase untuk 
meningkatkan efisiensi dan 
menjangkau lebih banyak pelaku 
bisnis. Sesuai dengan inovasi yang 
dilakukan BANI. 

7 F. Rahman & 2021 "Harmonisasi Eksekusi Mengkaji perlunya harmonisasi 
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No. 
Nama 
Penulis 

Tahun 
Terbit 

Judul Jurnal Hasil Pembahasan dan Relevansi 

A. Hapsari Putusan Arbitrase dalam 
Sistem Hukum 
Indonesia" 

antara putusan arbitrase dan 
eksekusi hukum, relevan dengan 
tantangan eksekusi putusan BANI. 

8 H. Pramono & 
M. Wijaya 

2019 "Fleksibilitas Proses 
Arbitrase dalam 
Sengketa Bisnis" 

Menggarisbawahi pentingnya 
fleksibilitas dalam proses arbitrase 
yang sesuai dengan kebutuhan 
sengketa bisnis, seperti yang 
diterapkan oleh BANI. 

9 L. Ramdhani 
& A. Wijaya 

2020 "Strategi BANI dalam 
Mengatasi Tantangan 
Aksesibilitas bagi UKM" 

Menelaah langkah-langkah strategis 
yang diperlukan BANI untuk 
menyediakan layanan yang lebih 
terjangkau bagi UKM. 

10 T. Nugraha & 
P. S. Hapsari 

2018 "Peranan Teknologi 
Digital dalam Proses 
Arbitrase" 

Menganalisis dampak digitalisasi 
pada proses arbitrase, yang relevan 
dengan langkah BANI untuk 
memanfaatkan teknologi dalam 
meningkatkan efisiensi dan 
aksesibilitas. 

Sumber: data diolah dari jurnal penelitian terdahulu. 
 
Tabel di atas mencakup jurnal yang relevan dengan topik BANI, dengan fokus pada 

keunggulan, tantangan, dan inovasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang. 
Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

 
Efektivitas Penyelesaian Sengketa melalui BANI 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menawarkan mekanisme penyelesaian 
sengketa yang jauh lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Menurut Suwardy & 
Sihombing (2018), proses arbitrase yang efisien ini dapat menyelesaikan sengketa hutang piutang 
dalam waktu 3 hingga 6 bulan, tergantung pada kompleksitas kasus dan kerjasama para pihak. 
Dalam konteks sengketa yang melibatkan bisnis, waktu penyelesaian yang lebih singkat ini sangat 
berharga, karena para pihak tidak perlu menunggu bertahun-tahun seperti yang sering terjadi 
dalam proses litigasi di pengadilan. Proses arbitrase yang cepat ini memberikan keuntungan 
signifikan bagi perusahaan, terutama untuk menjaga kelancaran operasional dan hubungan bisnis 
yang stabil. Selain itu, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dihasilkan oleh BANI 
memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak. Menurut Ramdhani & Wijaya (2020), 
keputusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan 
hukum yang kuat dan mengikat bagi kedua belah pihak. Hal ini menjadi solusi yang sangat efektif 
untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis, khususnya dalam sengketa hutang piutang yang sering 
kali berpotensi merusak hubungan kerja sama jangka panjang. Fleksibilitas yang dimiliki oleh 
arbiter dalam memilih cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa turut memperkuat relevansi 
BANI sebagai pilihan utama dalam alternatif penyelesaian sengketa bisnis. 

Dalam eta globalisasi dan digitalisasi, BANI juga terus berinovasi untuk mempercepat 
akses dan efisiensi proses arbitrase. Menurut Handayani & Pradana (2015), digitalisasi proses 
arbitrase dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan, terutama bagi pelaku 
usaha yang berlokasi di luar kota besar atau memiliki keterbatasan fisik. Penerapan teknologi 
seperti e-arbitration memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase secara 
daring, yang menjadi solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan aksesibilitas yang dihadapi 
oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, tantangan seperti eksekusi putusan 
arbitrase masih menjadi perhatian utama bagi BANI. Menurut Rahman & Hapsari (2021), 
harmonisasi antara putusan arbitrase dengan eksekusi hukum melalui dukungan pengadilan 
negeri masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah sengketa cenderung 
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menolak untuk menjalankan putusan arbitrase, yang pada akhirnya memperpanjang proses 
penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara BANI dan 
pengadilan untuk memastikan efektivitas eksekusi putusan arbitrase, sehingga manfaat dari 
mekanisme ini dapat sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. 

 
Kelebihan Proses Arbitrase di BANI 

Proses arbitrase di BANI memiliki beberapa kelebihan utama yang membuatnya menjadi 
pilihan yang semakin diminati dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang. Salah satu 
kelebihan utama adalah kerahasiaan proses. Menurut Ramdhani & Wijaya (2020), dalam sengketa 
hutang piutang yang sering kali melibatkan informasi keuangan sensitif, menjaga kerahasiaan 
menjadi faktor krusial untuk melindungi reputasi para pihak yang terlibat. BANI menjamin 
kerahasiaan proses dan hasil arbitrase, sehingga para pihak dapat menjalani proses tanpa 
khawatir informasi yang bersifat rahasia menjadi konsumsi publik yang dapat merusak hubungan 
bisnis mereka. Selain itu, fleksibilitas proses merupakan keunggulan lain yang ditawarkan oleh 
BANI. Menurut Handayani & Pradana (2015), para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan 
keahlian spesifik yang relevan dengan sengketa mereka. Hal ini memungkinkan proses arbitrase 
berjalan lebih efektif dan efisien karena arbiter memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isu 
yang dibahas. Fleksibilitas ini juga memungkinkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan bisnis yang dihadapi, sehingga memberikan solusi yang lebih relevan bagi kedua belah 
pihak. 

Meskipun biaya arbitrase di BANI mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan biaya litigasi 
awal, tetapi efisiensi biaya yang ditawarkan tetap menjadi salah satu keunggulan yang signifikan. 
Menurut Suwardy & Sihombing (2018), total biaya keseluruhan yang dikeluarkan selama proses 
arbitrase biasanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan litigasi panjang di pengadilan. 
Dalam proses litigasi, biaya yang dikeluarkan bisa meningkat seiring berjalannya waktu akibat 
biaya tambahan seperti biaya administrasi, banding, dan kasasi, yang tidak dialami dalam proses 
arbitrase. Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, BANI juga dihadapkan pada tantangan 
terkait dengan eksekusi putusan arbitrase. Rahman & Hapsari (2021) mencatat bahwa meskipun 
putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, eksekusi putusan ini sering kali memerlukan 
dukungan pengadilan untuk memastikan kepatuhan dari pihak yang kalah. Hal ini menunjukkan 
perlunya harmonisasi yang lebih erat antara sistem arbitrase dan sistem hukum formal agar proses 
penyelesaian sengketa dapat lebih efektif. 

 
Tantangan yang Dihadapi BANI 

Meski memiliki berbagai keunggulan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga 
dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas 
penyelesaian sengketa hutang piutang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BANI 
adalah biaya arbitrase yang dianggap tinggi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah 
(UKM). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Nugraha (2019), biaya yang 
diperlukan untuk proses arbitrase di BANI sering kali jauh lebih mahal dibandingkan dengan litigasi 
awal di pengadilan, yang membuat UKM kurang mampu mengakses layanan ini. Biaya tinggi ini 
menjadi hambatan yang signifikan, mengingat UKM sering kali menghadapi keterbatasan finansial 
yang membuat mereka mencari solusi yang lebih terjangkau namun tetap efektif. Selain itu, tingkat 
kesadaran masyarakat yang rendah terhadap mekanisme arbitrase juga menjadi tantangan yang 
cukup signifikan. Banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan kecil dan menengah, belum 
memahami sepenuhnya tentang bagaimana proses arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih baik 
dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Menurut Andini dan Susanto (2018), kurangnya 
edukasi dan sosialisasi mengenai arbitrase menyebabkan masyarakat, terutama pelaku usaha 
skala kecil, tidak menyadari manfaat yang bisa diperoleh dari proses arbitrase. Hal ini 
menyebabkan minimnya pemanfaatan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang 
pada akhirnya mengurangi efektivitas BANI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

Kendala lain yang dihadapi oleh BANI adalah proses eksekusi putusan arbitrase yang 
belum sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah sengketa sering menolak 
untuk mematuhi putusan arbitrase, sehingga membutuhkan campur tangan pengadilan untuk 
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melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini disoroti oleh Hapsari dan Rahman (2020), yang 
menekankan bahwa kekurangan koordinasi antara arbitrase dan pengadilan menjadi salah satu 
penyebab utama perlambatan proses eksekusi putusan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun 
putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dukungan hukum formal dari pengadilan masih 
dibutuhkan untuk memastikan implementasi keputusan tersebut, yang memperpanjang waktu 
penyelesaian sengketa. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, BANI perlu mengambil langkah-langkah strategis 
seperti mengembangkan skema biaya yang lebih terjangkau bagi UKM, meningkatkan sosialisasi 
dan edukasi mengenai manfaat arbitrase, serta memperkuat kerja sama dengan pengadilan untuk 
memperlancar eksekusi putusan arbitrase. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat semakin 
relevan dan efektif dalam mendukung penyelesaian sengketa di Indonesia. 

 
Implikasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang 

Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memberikan dampak yang signifikan 
dalam mengurangi beban pengadilan umum, terutama dalam menangani sengketa komersial 
seperti hutang piutang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wijaya (2020), 
penggunaan arbitrase di BANI dapat mengurangi waktu penyelesaian sengketa hingga separuh 
dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan efisiensi yang jauh lebih 
tinggi, sehingga para pihak dapat memperoleh solusi hukum yang cepat dan efektif tanpa harus 
menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dengan demikian, BANI berperan penting 
dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis, mengurangi tumpukan kasus di pengadilan, dan 
memberikan alternatif yang lebih praktis bagi pelaku usaha. Namun, untuk meningkatkan relevansi 
dan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat bisnis, BANI perlu mempertimbangkan 
langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah penyediaan skema biaya 
yang lebih inklusif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurut Hartono dan Setiawan (2019), 
biaya arbitrase yang tinggi sering kali menjadi hambatan utama bagi UKM, yang memiliki 
keterbatasan sumber daya finansial. Oleh karena itu, BANI perlu menciptakan model biaya yang 
lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini akan memberikan kesempatan yang 
lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan arbitrase sebagai alternatif yang efektif 
dalam menyelesaikan sengketa. 

Penting untuk memperluas sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme arbitrase kepada 
berbagai lapisan masyarakat bisnis. Menurut Widjaja (2018), banyak pelaku usaha, terutama dari 
kalangan UKM, belum sepenuhnya memahami manfaat arbitrase sebagai solusi yang cepat dan 
aman dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih sistematis 
dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses arbitrase, sehingga 
masyarakat lebih melek hukum dan lebih aktif mengadopsi metode ini dalam menyelesaikan 
sengketa. 

Peningkatan kolaborasi antara BANI dan pengadilan juga menjadi faktor penting dalam 
memastikan pelaksanaan putusan arbitrase yang efektif. Penelitian oleh Putri dan Nugroho (2021) 
menunjukkan bahwa harmonisasi antara proses arbitrase dan dukungan pengadilan masih 
memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek eksekusi putusan. Dengan adanya kolaborasi 
yang lebih erat, pengadilan dapat membantu mengatasi hambatan yang sering dihadapi dalam 
pelaksanaan keputusan arbitrase, sehingga meningkatkan kredibilitas dan efektivitas dari 
mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI. 

 
Pengembangan Teknologi dalam Proses Arbitrase BANI 

Perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan arbitrase. Salah satu 
inovasi yang signifikan adalah implementasi teknologi seperti e-arbitration, yang memungkinkan 
proses arbitrase dilakukan secara daring. Menurut penelitian oleh Widjaja (2022), penggunaan 
platform digital dalam arbitrase dapat mempercepat proses mulai dari pengajuan dokumen hingga 
pelaksanaan sidang tanpa perlu tatap muka fisik. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi pelaku 
usaha yang berlokasi di daerah terpencil atau di luar negeri, yang sebelumnya kesulitan 
mengakses layanan arbitrase tradisional. 
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E-arbitration tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan solusi yang lebih 
relevan bagi pelaku usaha yang beragam lokasi geografisnya. Menurut Santoso dan Pratiwi 
(2021), teknologi ini memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase kapan 
saja dan di mana saja, sehingga mengatasi hambatan jarak dan waktu. Dengan demikian, pelaku 
usaha dapat lebih aktif dalam menyelesaikan sengketa bisnis tanpa harus terbatas oleh lokasi 
geografis atau hambatan fisik yang sebelumnya menjadi tantangan dalam proses arbitrase 
konvensional. 

Implementasi teknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam proses arbitrase. Menurut Pratama (2020), sistem elektronik yang terintegrasi 
memungkinkan akses yang lebih terbuka terhadap dokumen dan putusan arbitrase, sehingga 
meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses yang dijalankan. Hal ini menjadi faktor 
krusial untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan dalam menyelesaikan sengketa 
bisnis. Selain itu, penggunaan teknologi dalam arbitrase juga berpotensi mengurangi biaya 
operasional, terutama melalui pengurangan kebutuhan akan pengeluaran fisik seperti ruang 
sidang dan alat tulis. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan 
Lestari (2023), yang menunjukkan bahwa e-arbitration dapat menurunkan biaya arbitrase hingga 
30% dibandingkan dengan proses konvensional. Dengan demikian, teknologi berperan besar 
dalam menjadikan arbitrase lebih terjangkau dan inklusif bagi pelaku usaha dari berbagai skala. 

 
Relevansi BANI dalam Era Globalisasi 

Dalam era globalisasi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki peluang besar 
untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga arbitrase yang kompetitif di tingkat internasional. 
Globalisasi telah memperluas jaringan perdagangan dan investasi lintas batas, yang berarti 
sengketa komersial kini melibatkan lebih banyak pihak asing. Menurut penelitian oleh Rahman 
(2022), kerja sama dengan lembaga arbitrase global seperti International Chamber of Commerce 
(ICC) dan Asian International Arbitration Centre (AIAC) dapat memperkuat legitimasi dan kapasitas 
BANI dalam menangani sengketa internasional. Dengan demikian, BANI berpeluang menjadi 
pilihan utama bagi penyelesaian sengketa lintas negara, termasuk sengketa hutang piutang yang 
melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara. 

Untuk mencapai posisi tersebut, BANI perlu terus meningkatkan standar profesionalisme 
dan integritas dalam setiap proses arbitrase yang dilakukan. Menurut Irawan (2021), standar 
profesionalisme yang tinggi akan memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan dengan adil dan 
kompeten, yang menjadi kunci dalam menarik minat para pihak internasional. Selain itu, 
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas serta pelatihan yang berkelanjutan sangat 
penting untuk menjaga kualitas arbitrase yang dapat bersaing secara global. 

Kerjasama internasional juga harus diiringi dengan integrasi teknologi yang mendukung 
proses arbitrase lintas negara. Teknologi digital seperti platform e-arbitration, sebagaimana 
diungkapkan oleh Santoso dan Pratiwi (2021), memberikan efisiensi tambahan dalam pengelolaan 
sengketa internasional, terutama yang melibatkan komunikasi antar pihak yang beragam budaya 
dan hukum. Hal ini akan mempermudah BANI dalam mengelola berbagai aspek hukum yang 
kompleks dalam penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, membangun kepercayaan 
internasional juga memerlukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan asosiasi profesional 
global. Menurut Widjaja (2022), kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi BANI di luar negeri, 
tetapi juga memungkinkan BANI untuk mengadopsi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa 
internasional. Dengan begitu, BANI dapat memperluas jangkauan layanan dan memperkuat citra 
sebagai lembaga arbitrase terpercaya di tingkat global. 
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Gambar 1. Hasil Temuan Pada Penelitian 

 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian 

sengketa, terutama dengan mekanisme arbitrase yang cepat dan final. Dengan penerapan 
teknologi seperti e-arbitration, BANI meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha, khususnya 
yang berada di daerah terpencil. Namun, proses eksekusi putusan arbitrase masih menjadi 
tantangan yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satu keunggulan utama arbitrase di BANI 
adalah sifatnya yang rahasia, fleksibel, dan efisien dari segi biaya. Meskipun biaya awal arbitrase 
lebih tinggi dibandingkan litigasi, efisiensi waktu dan pengurangan biaya tambahan membuatnya 
menjadi pilihan yang menarik. Di sisi lain, BANI menghadapi beberapa tantangan seperti biaya 
arbitrase yang dianggap tinggi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), 
rendahnya kesadaran masyarakat tentang mekanisme arbitrase, serta eksekusi putusan yang 
sering kali membutuhkan dukungan pengadilan. Meski demikian, kehadiran BANI mampu 
mengurangi beban pengadilan umum dengan menyediakan solusi yang cepat bagi sengketa 
bisnis. Untuk mendukung aksesibilitas yang lebih luas, diperlukan model biaya yang lebih 
terjangkau dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat arbitrase. 

Pengembangan teknologi dalam proses arbitrase menjadi salah satu langkah strategis 
BANI, dengan teknologi seperti e-arbitration yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
mengurangi biaya operasional. Hal ini menjadikan arbitrase lebih inklusif bagi berbagai skala 
usaha. Dalam era globalisasi, BANI juga memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya 
sebagai pemain global dengan meningkatkan kerja sama internasional, mengadopsi standar 
profesionalisme yang tinggi, dan memanfaatkan teknologi modern. Dengan langkah-langkah 
strategis ini, BANI dapat semakin relevan dalam mendukung penyelesaian sengketa baik di tingkat 
nasional maupun internasional. 
 
SIMPULAN 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menunjukkan peran yang signifikan 
dalam penyelesaian sengketa komersial di Indonesia, dengan berbagai keunggulan seperti 
kerahasiaan proses, fleksibilitas, efisiensi biaya, dan aksesibilitas yang meningkat melalui 
penggunaan teknologi. Namun, BANI juga dihadapkan pada tantangan, seperti biaya arbitrase 
yang tinggi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap mekanisme arbitrase, serta 
masalah eksekusi putusan. Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah strategis seperti 
pengembangan kerja sama internasional, peningkatan profesionalisme, serta integrasi teknologi 
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perlu terus diperkuat agar BANI dapat mempertahankan posisinya sebagai lembaga arbitrase yang 
kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perlu mengambil langkah-langkah strategis 
untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. 
Salah satu saran yang dapat diambil adalah pengendalian biaya arbitrase agar lebih terjangkau, 
terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini, BANI perlu 
mengembangkan skema biaya yang lebih fleksibel dan adil tanpa mengorbankan kualitas layanan 
yang diberikan. Selain itu, penting bagi BANI untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat 
dan edukasi mengenai mekanisme arbitrase agar lebih banyak pihak memahami manfaat dan 
potensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kolaborasi internasional juga menjadi 
langkah yang krusial untuk memperkuat posisi BANI sebagai lembaga arbitrase kompetitif di 
tingkat global. Dengan meningkatkan kerja sama dengan lembaga arbitrase internasional, BANI 
dapat memperluas jangkauan penyelesaian sengketa lintas negara, khususnya dalam sengketa 
hutang piutang yang melibatkan pihak asing. Terakhir, implementasi teknologi seperti e-arbitration 
dapat meningkatkan efisiensi proses arbitrase, memberikan solusi yang lebih cepat dan mudah 
diakses bagi para pihak yang berada di berbagai lokasi geografis. 
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